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I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kayu Gergajian dalam Pengelolaan Hutan Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan
hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan pada intinya dimaksudkan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat secara adil dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan
kelestarian unsur hutan dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 23 pemanfaatan
hutan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga
kelestariannya. Perihal pemanfaatan hutan di Indonesia, Pemerintah membagi
kawasan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang
masing-masingnya memiliki fungsinya masing-masing. Berdasarkan kepada
definisi hutan di Indonesia sebagaimana terdapat pada pasal 6 ayat 2 Undang-
Undang 41 tahun 1999 maka hanya hutan produksi yang memiliki fungsi pokok
untuk di produksi. Fungsi produksi pada kawasan hutan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 1999 dapat berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
ataupun pemanfaatan hasil hutan kayu. Apabila dihubungkan dengan tujuan
pengelolaan kehutanan maka makna dari penjelasan tersebut adalah bahwa hasil
hutan baik berupa kayu ataupun bukan kayu dapat dimanfaatkan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aspek kelestarian. Hal
ini mungkin yang kemudian membuat Pemerintah memberikan kesempatan kepada
setiap rakyat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil hutan.
Hal ini terlihat pada salah satu isi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang
memperlihatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan pemberian izin pemanfaatan
hutan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
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Pemanfaatan terhadap hasil hutan kayu dilakukan melalui pemberian izin
yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dimana salah satu izin tersebut adalah Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Peraturan Menteri
Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor:
P.35/Menhut-11/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan menjelaskan
bahwa IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil
menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan
kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal jenis industri
yang dilaksanakan suatu IUIPHHK berdasarkan Permenhut Nomor: P.35/Menhut-
11/2008 dapat berupa industri penggergajian kayu; industri serpih kayu (Wood
Chip); industri vinir (Veneer); industri kayu lapis (Plywood); dan Laminated Veneer
Lumber (LVL). Hal ini memperlihatkan bahwa kayu gergajian merupakan suatu
produk yang berasal dari pengolahan terhadap kayu bulat dan kayu bulat kecil oleh
industri kehutanan.

Perihal pemenuhan bahan baku bagi IUIPHHK, ditegaskan dengan jelas oleh
Permenhut Nomor: P.35/Menhut-11/2008 bahwa setiap IUIPHHK wajib
mencantumkan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB). Sumber dari JPBB
sebagaimana terdapat dalam Permenhut Nomor: P.35/Menhut-11/2008 dapat berasal
dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan, dan impor. Melihat kepada
tujuan pengelolaan kehutanan di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa
keberadaan kayu gergajian seharusnya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat secara adil dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur

hutan dan lingkungan.
2.2. Kondisi dan Faktor Ekonomi pada Konsumsi Kayu Gergajian

Performa ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan
kinerja yang luar (Organisation for Economic Co-operation and
Development/OECD, 2015). Status ini tercermin dari peningkatan nilai Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) dari 546,4 triliun rupiah pada tahun 1995 menjadi 1.0542,7
triliun rupiah pada tahun 2014. (OECD, 2015) Selama periode 2010-2013
berdasarkan data BPS (2015) peningkatan PDB di Indonesia mencapai 2.660,6
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triliun rupiah dari awalnya 6.864,1 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 9.524,7
triliun rupiah di tahun 2013. Kondisi ekonomi Indonesia yang selalu mengalami
peningkatan kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi
terbesar di Asia Tenggara (Tharakan, 2015).

Keberadaan nilai PDB manakala dilihat dari teori ekonomi dapat dikatakan
bahwa PDB merupakan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang
diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. (Mankiw et.al ,2013a) Arif (2014)
di sisi lain mengatakan bahwa PDB juga dapat dimaknai sebagai jumlah produk
berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas
wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Merujuk kepada penyampaian
Mankiw, et.al (2013a) dan Arif (2014) maka peningkatan PDB Indonesia manakala
dilihat dari teori ekonomi maka tentunya dapat dikatakan tidak terlepas dari upaya
pada berbagai sektor (seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain-lain) dalam
menghasilkan barang dan jasa dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Data BPS (2015) memperlihatkan bahwa peran kehutanan dalam
penghitungan PDB nasional terdapat pada sektor gabungan (pertanian, perikanan
dan kehutanan) serta sektor industri pengolahan/manufaktur. Sektor kehutanan
terlihat dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 74.618 miliyar rupiah
pada sektor gabungan dan 75.733,7 miliyar rupiah pada sektor industri kayu dan
sejenisnya, 84.089,1 milyar rupiah pada sektor industri kertas dan sejenisnya serta
28.246,5 milyar rupiah pada industri furniture dan sejenisnya. (BPS, 2015) Nilai
sumbangan PDB dari sektor kehutanan ini manakala dilihat kepada data BPS (2015)
maka terlihat bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB selalu meningkat
dari tahun ke tahun.

Peranan sektor kehutanan yang setiap tahunnya selalu menunjukkan
pertumbuhan dalam penyumbangan terhadap PDB nasional manakala dilihat dari
teori ekonomi tentang PDB yang disampaikan oleh Mankiw et.al (2013) dan Arif
(2014) dapat dikatakan tidak terpisah dari peningkatan terhadap produk yang
berasal dari sektor kehutanan yaitu produk kayu. Hal ini dapat dilihat dari

keterjadian peningkatan terhadap produksi produk kayu di Indonesia yaitu kayu
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bulat, kayu gergajian dan plywood. Data BPS (2015) memperlihatkan peningktan
terhadap PDB dalam periode 2010-2013 diikuti dengan peningkatan produksi
produk kayu dengan nilai 46.325.084 m? pada tahun 2010 menjadi 50.250.292 m®
pada tahun 2013.

Hubungan antara PDB suatu daerah dengan produk kayu mungkin akan lebih
jelas manakala dilihat kepada beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh
Koop dan Tole (2001) dan Iriarte dan Goni (2012). Penelitian yang dilakukan oleh
Koop dan Tole (2001) memperlihatkan bahwa ketidakmerataan kondisi ekonomi
pada suatu daerah terlihat berpengaruh terhadap maraknya penebangan hutan dalam
rangka menghasilkan suatu produk kayu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Iriarte dan Goni (2012) memperlihatkan bahwa peningkatan nilai Gross Domestic
Product (GDP) terlihat merangsang pertumbuhan penggunaan kayu pada suatu
daerah. Berdasarkan kepada hasil-hasil penelitian ini maka dapat dilihat bahwa
perubahan terhadap kondisi ekonomi suatu daerah pada akhirnya akan berpengaruh
terhadap pergeseran terhadap nilai konsumsi suatu produk kayu di daerah tersebut.

Keterjadiaan peningkatan kegiatan produksi kayu gergajian dan kayu bulat
nasional manakala dilihat dari teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi hal
ini tidak terlepas dari peningkatan permintaan. Mankiw et.al (2013b) mengatakan
bahwa pergeseran terhadap kurva permintaan akan berpengaruh terhadap
perubahan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
Berdasarkan penelitian Suryandari (2008) peningkatan akan permintaan kayu
gergajian akan berpengaruh nyata terhadap besarnya permintaan akan kayu bulat.

Terdapat berbagai definisi dan teori tentang konsumsi. Mankiw et.al (2013b)
mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan rumah tangga untuk barang dan
jasa. Firdayetti dan Ardianto (2011) mengatakan konsumsi merupakan penggunaan
akhir barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau
perilaku masyarakat dalam membelanjakan sebagian pendapatannya untuk
membeli barang dan jasa. Berdasarkan kepada yang disampaikan oleh Firdayetti
dan Ardianto (2011) dan Mankiw et.al (2013b) maka dapat dikatakan bahwa
konsumsi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh
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masyarakat yang tergantung kepada pendapatan rumah tangga ataupun masyarakat
tersebut.

Perihal hubungan kondisi ekonomi pada tingkat individu dengan penggunaan
produk berbahan baku kayu penyampaian Mankiw et.al (2013b) dan Doriza (2015)
serta beberapa hasil penelitian (seperti Haryono (2006), Iman (2008), Yudi (2014)
dan Verhofstadt et. al (2016)) memperlihatkan bahwa nilai tabungan, luas
bangunan; pendapatan; pengeluaran dan jumlah anggota keluarga terlihat dapat
mempengaruhi kondisi konsumsi suatu produk. Penelitian Haryono (2006), Iman
(2008) dan Yudi (2014) bahkan secara spesifik memperlihatkan bahwa faktor
pendapatan, pengeluaran, luas bangunan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh

terhadap kondisi dari konsumsi produk kayu oleh masyarakat.
2.3. Pendapatan, Pengeluaran dan Tabungan

Banyak definisi terkait pendapatan, salah satunya definisi pendapatan dilihat
dari sudut pandang individu dan rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat di
definisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang
yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu
(Nababan, 2013). Melihat dari sudut pandang rumah tangga, Makmur et.al (2011)
mendefinisikan pendapatan sebagai pendapatan bersih yang diterima dari hasil
pengurangan antara pendapatan dari golongan pekerjaan atau pendapatan kotor
dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga. Melihat kepada definisi tentang
pendapatan tersebut maka pendapatan dalam penelitian kemudian di definisikan
sebagai pendapatan bersih oleh masyarakat pengguna kayu gergajian yang diterima
dari hasil pengurangan antara pendapatan kotor dikurangi dengan potongan-
potongan yang melekat (seperti pajak, zakat, dll) dalam kurun waktu satu bulan,
yang oleh Doriza (2015) disebut juga sebagai pendapatan disposabel.

Terdapat beberapa teori dalam ekonomi yang berhubungan dengan
pendapatan dan konsumsi. Doriza (2015) menjelaskan teori pendapatan absolut
oleh J.M Keynes dan teori pendapatan permanen oleh Milton Friedman merupakan
beberapa teori yang berhubungan dengan pendapatan. Teori pendapatan absolut
olen J.M Keynes menurut Doriza (2015) merupakan suatu hipotesis yang
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disampaikan oleh Keynes tentang hubungan yang positif antara pendapatan masa
kini dan konsumsi masa kini dan bahwa perubahan dalam konsumsi masa Kini
didorong oleh perubahan pendapatan masa kini. Keynes menurut Doriza (2015)
menyampaikan bahwa hipotesisnya dapat digambarkan sebagai suatu
Akonsumsi(C)/ Apendapatan (Y) dengan notasi nilai berada diantara 0 sampai 1.
Kecenderungan ini oleh Keynes disebut sebagai kecenderungan konsumsi marginal
(MPC atau Marginal Propensity to Consume) (Doriza, 2015). Fungsi konsumsi dari
pendapatan absolut oleh Keynes menurut Doriza (2015) adalah bahwa orang
menabung sebagian pendapatan lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan, hal ini
membuat Keynes berargumen bahwa rasio pendapatan/tabungan bagi bangsa akan
meningkat dalam menghadapi peningkatan pendapatan yang besar.

Hipotesis pendapatan permanen, yang diusulkan oleh Milton Friedman,
berpendapat bahwa rumah tangga menghabiskan sebagian kecil pendapatan
permanen mereka pada konsumsi (Alimi, 2015). Pendapatan permanen dalam suatu
keluarga oleh Doriza (2015) mendasarkan pandangan kepada konsumsi dan
keputusan tabungan keluarga semata-mata terdapat pada ukuran pendapatan saat
ini. Pendapatan permanen menurut Doriza (2015) kemudian dapat diartikan sebagai
pendapatan per tahun yang konstan (sama sepanjang waktu) yang nilainya dimasa
kini sama dengan kesejahteraan bersih keluarga. Perihal kesejahteraan keluarga,
Doriza (2015) selanjutnya menyampaikan bahwa hal ini merupakan nilai dari aset
bersih rumah tangga saat ini, pendapatan masa kini dan pendapatan yang
diperkirakan di masa depan. Hubungan dari hipotesis pendapatan permanen dengan
konsumsi oleh Alimi (2015) adalah bahwa konsumsi ditentukan oleh pertimbangan
pendapatan ditambah faktor transisi yang mempengaruhi konsumsi langsung.

Terkait dengan keberadaan pendapatan, Doriza (2015) menyampaikan bahwa
ada dua hal yang berhubungan dengan pendapatan yaitu kegiatan mengeluarkan
uang atau menyimpannya. Hal ini karena perubahan akan pendapatan dapat
mengakibatkan perubahan terhadap jumlah barang yang diinginkan baik oleh
individu, keluarga ataupun daerah.

Sehubungan dengan penilaian pengeluaran, maka BPS (2016) terlihat

melakukan penilaian melalui pendekatan terhadap produk makanan dan bukan
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makanan. Badan Pusat Statistik (2016) menyampaikan bahwa nilai pengeluaran
untuk konsumsi makanan dapat diperoleh dari pengkuantitasan terhadap 126
komoditi makanan di Indonesia seperti beras, sayuran, makanan siap saji, dll.
Kondisi pengeluaran bagi produk bukan makanan menurut BPS (2016) pada
umumnya dapat dikumpulkan melalui pengkuantitasan terhadap pengeluaran
seperti penggunaan listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak (BBM), dll. Penilaian
terhadap besaran rupiah terhadap pengeluaran juga dapat dibedakan menurut
kelompok makanan dan bukan makanan dalam rangka melihat pola pengeluaran
penduduk (BPS, 2016). Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat
untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah
persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin
baik tingkat perekonomian penduduk (BPS, 2016).

Beberapa penelitian terkait konsumsi makanan memperlihatkan bahwa
faktor- faktor seperti etnik, pengetahuan akan produk, status bekerja atau tidak serta
jenis kelamin diyakini dapat menjadi penyebab dari kondisi konsumsi makanan
pada suatu daerah. Keberagaman jenis makanan yang dapat dipilih manakala dilihat
kepada hasil penelitian Verain et. al (2015) maka hal ini akan mempertinggi tingkat
konsumsi. Keberadaan anggota keluarga tidak bekerja yang mencapai 50,74 persen
pada responden yang diteliti, memiliki kondisi yang sama dengan responden pada
penelitian Oexle et. al (2015). Hasil penelitian Oexle et. al (2015) kemudian
memperlihatkan bahwa responden dengan status yang tidak bekerja mengkonsumsi
produk makanan yang lebih tinggi dari responden yang bekerja. Melihat kepada
kondisi responden yang di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki maka hasil
penelitian Arechavala et al. (2016) memperlihatkan bahwa laki-laki terlihat lebih
banyak mengkonsumsi makanan manakala dibandingkan dengan perempuan.

Kegiatan penyimpanan uang dari keberadaan pendapatan menurut Doriza
(2015) tidak terlepas dari keinginan individu ataupun keluarga dalam rangka
mengantisipasi kejadian di masa depan. Tabungan kemudian oleh Doriza (2015) di
definisikan sebagai kegiatan penggunaan sumberdaya yang digunakan pada periode
berjalan dan menghasilkan kepuasan yang dapat dinikmati di masa mendatang.

Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat bahwa waktu dan kepuasan menjadi faktor
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yang perlu diperhatikan dalam perhitungan nilai tabungan. Doriza (2015)
menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
keinginan menabung atau besaran tabungan yaitu adanya kendala anggaran, selera
dan motivasi lain (seperti kondisi harga murah, warisan, berlindung dari
ketidakpastian, dll).

2.4. Pengertian Jejak Ekologi (JE)

Jejak ekologi (JE) atau atau dikenal juga dengan ecological footprint (EF)
merupakan suatu alat untuk menganalisa tingkat konsumsi dan limbah dari
penggunaan sumberdaya alam oleh manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Wackernagel dan Rees (1996) “ecological footprint analysis is an accounting tool
that enables us to estimate the resources consumption and waste assimilation
requirements of a defined human population or economy in term of corresponding
productive land area”. Keterangan ini manakala diartikan kedalam Bahasa
Indonesia maka dapat dikatakan bahwa JE merupakan alat analisa dalam
memperkirakan konsumsi sumber daya dan limbah asimilasi dari kebutuhan
populasi manusia atau ekonomi pada suatu waktu yang berhubungan dengan luas
lahan produktif.

Cristina, et.al (2010) mengatakan “the Ecological Footprint (EF) was
conceived as a tool for revealing the relationship between the lifestyles and
consumption patterns of a population and the natural capital consumed”. Definisi
JE dari yang disampaikan oleh Cristina, et.al (2010) apabila diartikan kedalam
bahasa Indonesia maka diketahui bahwa JE merupakan alat untuk mengungkap
hubungan antara gaya hidup, pola konsumsi dan tingkat konsumsi sumberdaya alam
oleh manusia.

Merujuk kepada penjelasan oleh Wackernagel dan Rees (1996), maka dalam
penelitiannya Bagliani, et.al (2008) merumuskan fokus JE sebagai “to evaluate
the productive territory actually used by residents, recognizing the fact that this
ecosystem area does not coincide with the area where that same population lives".

Dalam hal ini mungkin dapat diartikan bahwa kajian JE dapat dipergunakan sebagai



22

evaluasi terhadap penggunaan lahan produktif oleh suatu populasi dimana
ekosistem dari area bukan merupakan tempat tinggal populasi tersebut.

Berdasarkan kepada definsi oleh Wackernagel dan Rees (1996) maka Sudanti
(2012) dalam penelitiannya pada sebuah zona industri mendefinsikan JE sebagai
jumlah luas lahan yang dipakai dan ekivalen (lahan, air, daya tampung limbah) yang
diperlukan untuk mendukung kegiatan zona industri tersebut, tanpa menyebabkan
kerusakan yang serius dan tak terpulihkan pada lingkungan alam di zona industri
dimaksud. Pada dasarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sudanti (2012) dasar
penghitungan JE adalah menggunakan lahan atau laut yang secara biologis
produktif, diperlukan guna menopang kehidupan sejumlah populasi tertentu.

Merujuk kepada Sudanti (2012), maka terlihat aktivitas manusia dalam
mengkonsumsi berbagai produk, sumberdaya dan penyediaan pelayanan atas
pemenuhan kebutuhan semuanya akan sampai pada titik dimana kemampuan suatu
lahan secara bioproduktif menjadi. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan
pertanyaan perihal luas penggunaan lahan yang dipergunakan bagi pemenuhan
kebutuhan manusia akan suatu produk, sehingga tingkat konsumsi dan upaya
pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup manusia perlu diperhatikan dalam
rangka meminimalkan penggunaan lahan.

Definisi tentang JE juga disampaikan oleh Moore (2011) dalam penelitiannya
dimana “the ecological footprint is a resource accounting metric that answers the
research question, “how much of the regenerative capacity of our planet do we
use?” by quantifying the demand that human consumption and waste generation
place on the biosphere”. Keadaan ini dapat dimaknai bahwa Moore (2011)
menyampaikan bahwa JE dapat dipergunakan sebagai alat penghitungan akuntansi
terhadap seberapa banyak kemampuan regenerasi planet yang kita pergunakan
melalui pengkuantitasan permintaan dari konsumsi dan limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan kepada definsi-definisi tentang JE tersebut, maka pembatasan
metoda JE bagi analisa konsumsi kayu gergajian dibatasi terhadap luas lahan
bioproduktif yang dipergunakan akibat dari pemenuhan kebutuhan kayu gergajian
bagi masyarakat di Kota Solok. Lahan bioproduktif yang dimaksud merupakan luas

lahan yang dipergunakan dalam rangka mendukung pemenuhan konsumsi energi,
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dan sumberdaya lain pada seluruh proses yang dilalui, sampai akhirnya kayu
gergajian tersedia bagi masyarakat.

2.5. Hubungan Termodinamika, Ekonomi dan Jejak Ekologi

Teori termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan
ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja (hukum
termodinamika I) dan energi hanya bisa berpindah dari tempat yang mengandung
banyak energi ke tempat yang kurang mengandung energi (hukum termodinamika
I1), pada dasarnya dapat dipergunakan dalam menggambarkan alur penggunaan,
perubahan dan akumulasi dari energi, baik yang terjadi dalam proses kehidupan,
sistem ekonomi ataupun lingkungan. Salah satu peneliti yang mengobservasi
hubungan hukum termodinamika dengan suatu proses dalam kehidupan adalah
Schrodinger pada tahun 1947 (Schneider dan Kay, 1994). Dalam penelitiannya,
Schneider dan Kay (1994) mengatakan hasil observasi Schrodinger yang paling
penting adalah pernyataanya tentang “order from disorder”. Pernyataan tersebut
yaitu “the order from disorder principle, which is actually followed in Nature and
which alone conveys an understanding of the great line of natural events, in the
first place of their irreversibility” (Schrodinger, 1947) atau jika diartikan maka
“order from disorder” dapat dimaknai sebagai penghasilan sesuatu oleh alam
berdasarkan gangguan yang berasal dari luar alam tersebut.

Observasi dan penelitian yang dilakukan oleh Schrodinger (1947) serta
Schneider dan Kay (1994) juga yang pada akhirnya membuat Wackernagel dan
Rees (1996) mengembangkan konsep JE, karena menurut Wackernagel dan Rees
(1996) “there is no reference to modern interpretations of the second law of
thermodynamic which see the economy as a complex “dissipative structure”
embeded with ecosphere”. Jika di artikan maka dapat dikatakan bahwa ketiadaan
referensi yang menunjukkan adanya pandangan teoritis modern dari kedua hukum
termodinamika terhadap ekonomi sebagai suatu sistem yang kompleks yang
dibatasi oleh suatu ekosfer.

Pernyataan inilah yang kemudian membuat Wackernagel dan Rees (1996)
berpendapat bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang (kemudian mereka sebut
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ekonomi konvensional) lebih berdasar kepada alur pertukaran nilai (uang) antara
rumah tangga dan perusahaan serta standar produk domestik bruto. Hal ini
kemudian dimaknai sebagai ketiadaan teori ekonomi yang dapat memproyeksikan
memperlihatkan hubungan antara energi dengan sistem ekonomi dalam suatu
keterbatasan ekosfer. Hal ini menurut Wackernagel dan Rees (1996) membuat
sistem ekonomi yang ada saat ini lebih berorientasi kepada hubungan konsumen
dan produsen atau sebaliknya dan hanya terbatas kepada peningkatan ekonomi.
Representasi perspektif dari alur ekonomi konvensional sebagaimana disampaikan

oleh Wackernagel dan Rees (1996) terdapat pada Gambar 1.

o AND SERVICES

BOR AND INVESTMENT

Gambar 1.Perspektif dari alur ekonomi konvensional ( Wackernagel dan Rees,
1996)

Melihat kepada perkembangan zaman saat ini, akhirnya teori ekonomi
konvensional yang tidak memperhitungkan kemampuan regenerasi sumber daya
alam memberikan suatu tekanan terhadap keberadaan sumberdaya alam dan
lingkungan (Berck, et.al, 2012) sehingga membuat keberadaan sumberdaya alam
dan lingkungan terus merosot (Fu, et.al, 2014). Keadaan ini menurut Berck, et.al,
(2012) dan Fu, et.al (2014) diakibatkan oleh tidak diperhitungkannya kemampuan
regenerasi lingkungan dan sumber daya alam dalam produksi oleh teori-teori

ekonomi konvensional.
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Jejak ekologi sebagai suatu alat analisa menurut Wackernagel dan Rees
(1996) dikembangkan dalam rangka memperlihatkan dampak permintaan dari
setiap aktivitas ekonomi (seperti permintaan makanan, ikan, penyerapan limbah,
proses produksi produk, dan lainnya) dalam keterbatasan ekosfer. Hal ini kemudian
menurut Wackernagel dan Rees (1996) dapat membantu dalam pencapaian
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya tentang konsep

JE sebagaimana terdapat pada Gambar 2.

Gambar 2. Konsep JE (Wackernagel dan Rees, 1996)

Hubungan JE dengan hukum termodinamika terdapat pada penggunaan lahan
sebagai unit dalam pengukuran serta dalam rangka menghitung bioproduktivitas
suatu areal. Pemilihan lahan sebagai unit dalam pengukuran sebagaimana
disampaikan olen Wackernagel (1994) “land is a more appropriate indicator to
reflect both energi constancy (first law), by accounting for the solar energi income
of a particular area and energi quality (second law), by the qualitative and
quantitative bioproductivity of that are”. Makna dari pernyataan tersebut adalah
lahan dipilih sebagai unit dalam pengukuran karena dapat memproyeksikan suatu
keadaan energi. Contoh yang diberikan Wackernagel (1994) untuk menggambarkan
alasannya dalam pemilihan lahan adalah kegiatan perubahan energi yang terjadi

terhadap sinar matahari yang sebagian diserap oleh lahan (secara kuantitatif dan
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kualitatif) dan sebagaian lagi oleh tanaman yang akhirnya berubah menjadi suatu
bioproduktivitas melalui kegiatan fotosintesis. Hal ini kemudian diyakini menjadi
dasar bagi Wackernagel (1994) dalam mengembangkan konsep JE.

2.6. Jejak Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Hadi (2005) pertama kali
disampaikan oleh World Commission on Environment and Development (WCED)
pada tahun 1987. Definisi yang disampaikan oleh World Commission On
Environment and Development (WCED) dalam laporan “our common future” yaitu
“sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
Jika diartikan maka dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan
suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi
kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang
dalam pemenuhan kebutuhannya. Menurut Hadi (2005) terdapat dua konsep utama
dari definisi yang disampaikan oleh WCED yaitu kebutuhan (mendasar dan
menjadi prioritas pada penduduk miskin) dan keterbatasan (kemampuan dukung
dari alam) sehingga perlu pengaturan supaya sumberdaya alam dapat selalu
mendukung pemenuhan kebutuhan manusia dalam suatu pembangunan. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mencapai suatu pembangunan
berkelanjutan maka pengetahuan terhadap konsumsi atau kebutuhan masyarakat
dan besar produktifitas lahan pada suatu wilayah, menjadi faktor penting yang harus
diketahui oleh setiap pelaku pembangunan.

Konsep JE dikembangkan dalam rangka mengatasi ketidakmampuan dan
kesalahan setiap negara dalam menterjemahkan suatu konsep pembangunan
berkelanjutan. Hal ini menurut Wackernagel (1994) terlihat dari ketidakmampuan
perjanjian-perjanjian dan konferensi seperti konferensi control of transboundary
movement of hazardouz wastes and their disposal tahun 1989 di Basel, konferensi
perubahan iklim yang diprakarsai oleh PBB tahun 1992 dan berbagai konferensi
lingkungan lainnya, dalam mengendalikan kerusakan ekologi, sehingga konsep
pembangunan berkelanjutan dirasa masih belum terpenuhi. Tidak tercapainya
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pembangunan berkelanjutan ini oleh Wackernagel (1994) dan Appel (1993) lebih
di akibatkan oleh kesalahan Hardin dalam mengartikan “common” atau “umum”.

Pendefinisian “common” oleh Hardin melalui suatu perumpamaan pada
padang rumput terbuka yang dapat di akses oleh semua orang pada akhirnya
mengakibatkan kesalahpahaman perihal konsep “common” tersebut (Appell, 1993
dan Wackernagel, 1994). Akibat dari kesalahpahaman inilah yang kemudian
menimbulkan keterjadian seperti deforestasi dan peningkatan konsumsi energi di
Pakistan (Ahmed et.al, 2015). Kehadiran persepsi “global public” di Australia pada
akhirnya mengakibatkan terjadinya kontes oleh para aktor dalam pengelolaan hutan
dan tambang di Australia (Kanowski, 2015). Hal inilah yang kemudian diyakini
menjadi alasan Wackernagel dan Rees (1996) merumuskan berkelanjutan sebagai
“living in material comfort and peacefully with each other within the means of
nature” yang jika diartikan merupakan cara untuk dapat hidup dalam kedamaian
dan kenyamanan materi antar individu dengan lainnya melalui pemenuhan
kebutuhan tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi akan datang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan antara JE dengan pembangunan berkelanjutan menurut Bagliani,
et.al (2008) adalah karena JE dapat menjadi alat bantu analisa bagi perencanaan
dalam menterjemahkan berkelanjutan ke dalam tindakan publik. Pernyataan
Bagliani et.al (2008) kemudian diyakini menjadi alasan bagi Pemerintah dunia
untuk mempergunakan JE dalam merencanakan kegiatan pembangunan mereka.
Pernyataan Duro dan Teixido-Figueras (2013) terkait kesederhanaan konsep JE
terhadap indikator numerik juga diyakini menjadi kunci dari banyaknya
ketertarikan politisi, masyarakat dan peneliti dalam mempergunakan JE
(Giampietro dan Saltelli, 2014).

Penjelasan Wackernagel dan Rees (1996), Bagliani et.al (2008) serta Duro
dan Teixido-Figueras (2013) yang kemudian membuat JE dijadikan sebagai alat
bantu dalam penyediaan informasi akan penggunaan lahan dari kegiatan
penyediaan kayu gergajian bagi masyrakat di Kota Solok. Metoda JE pada akhirnya
diharapkan dapat menyediakan informasi bagi Pemerintah Kota Solok dalam
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mencapai berkelanjutan dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kayu

gergajian.
2.7. Komponen Analisis Jejak Ekologi pada Kayu Gergajian di Kota Solok

Ide analisis JE menurut Sudanti (2012) adalah bahwa manusia mengkonsumsi
berbagai produk, sumber daya dan pelayanan untuk bertahan hidup, sehingga
jumlah konsumsi setiap materinya dapat dirunut ke belakang sebagai lahan ekologis
produktif yang menyediakan kebutuhan manusia. Berdasarkan hal ini maka Sudanti
(2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat dua asumsi yang menjadi
dasar penghitungan JE, yaitu: (1) penghitungan jumlah konsumsi sumber daya dan
limbah yang dihasilkan, dan (2) konversi sumber daya yang dikonsumsi dan limbah
yang dihasilkan menjadi lahan produktif secara ekologis. Asumsi inilah yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis JE konsumsi kayu gergajian di Kota
Solok.

Kegiatan analisa JE konsumsi kayu gergajian di Kota Solok sejatinya juga
mesti memperhatikan keberadaan faktor lahan produktif. Hal ini karena lahan
produktif pada suatu wilayah merupakan lahan yang dipergunakan dalam rangka
mempertahankan populasi dalam memenuhi gaya hidupnya yang dilakukan melalui
penggunaan suatu teknologi, atau dikenal juga sebagai JE permintaan (EF demand)
(Sudanti, 2012). Nie, et.al (2010) dan Sudanti (2012) dalam penelitian mereka
menjelaskan bahwa terdapat 6 kategori utama terkait lahan produktif, yaitu :

a. Lahan pertanian
Sudanti (2012) menyebutkan bahwa lahan pertanian merupakan lahan yang
paling produktif dalam analisa JE, hal ini karena lahan pertanian memiliki hasil
biomassa paling besar di antara lahan lainnya. Luas lahan subur rata-rata global
menurut FAO (1998, dalam Sudanti, 2012) kurang dari 0,25 ha/kapita.

b. Padang rumput
Padang rumput terlihat sebagai lahan yang banyak dipergunakan bagi aktivitas
peternakan. Hal ini didasarkan kepada penjelasan Sudanti (2012) yang
mengatakan bahwa pemanfaatan lahan rumput adalah sebagai lahan
penggembalaan untuk ternak lembu dan peternakan penghasil susu. Kondisi
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padang rumput kurang begitu produktif karena memiliki nilai produktivitas
lahan 0,6 ha lahan per kapita. (Sudanti, 2012)

Hutan

Hutan pada analisis JE oleh Sudanti (2012) dikelompokkan menjadi hutan alam
dan buatan dengan hasil berupa kayu, dengan luasan 3,44 milyar ha dan
produktivitas sebesar 0.6 ha/kapita di seluruh dunia.

Lahan energi fosil

Menurut Sudanti (2012) lahan energi fosil pada JE dapat berupa wilayah hutan
yang dilindungi untuk absorpsi CO: serta berhubungan dengan kegiatan
produksi suatu produk. Hal ini membuat keberadaan lahan ini akan bertambah
luas secara signifikan bagi warga perkotaan akibat dari besarnya CO; yang
dihasilkan oleh perkotaan (Sudanti, 2012).

Daerah terbangun (built up area)

Daerah terbangun oleh Sudanti (2012) dijelaskan dapat berupa penggunaan
lahan bagi permukiman, jalan, yang biasanya berlokasi di lahan subur dan
mencakup semua lahan yang ditempati oleh fasilitas dan jalan diperkotaan. Luas
lahan ini secara rata-rata per kapita adalah sebesar 0.03 ha (Sudanti, 2012).
Laut

Salah satu kegiatan yang berhubungan dengan laut yang disampaikan oleh
Sudanti (2012) adalah kegiatan penyediaan produksi guna menambah
kebutuhan pangan manusia, dimana menurut FAO (1998, dalam Sudanti, 2012)
luas laut mencakup 36,6 milyar ha di dunia dengan jumlah area bioproduktif

rata-rata sebesar 0,5 ha per kapita dari total 6 ha secara keseluruhan.

Melihat kepada kondisi konsumsi kayu gergajian maka hal ini tidak terlepas

dari kerusakan lingkungan. Esin (2007) menyampaikan bahwa faktor bahan

material bangunan, lebih utamanya proses produksi dari material tersebut menjadi

faktor penting dari dampak lingkungan pada suatu bangunan. Hasil penelitian

Cobut, et.al (2015) memperlihatkan bahwa produksi bahan baku partikel pintu

memberikan dampak terbesar bagi lingkungan. Berdasarkan kepada Esin (2007)

dan Cobut, et.al (2015) maka diketahui keberadaan kayu gergajian sebagai bahan

utama dari pembuatan suatu pintu kayu dapat menjadi dampak terbesar bagi
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lingkungan pada suatu bangunan. Hal ini bagaimanapun tidak akan sama antara
produk, karena menurut Esin (2007) “this impact differs from country to country
and according to ecological applications in place at the production plants”. Hal ini
manakala diartikan maka peranan suatu industri mulai dari proses produksi sampai
akhirnya produk dipasarkan menjadi kunci terhadap besaran dampak lingkungan
yang dapat terjadi.

Terkait penggunaan metoda JE pada produk hutan Lazarus et. al (2016)
menyampaikan bahwa “the forest products Footprint of production is comprised of
two broad types of primary product: wood used for fuel; and timber and pulp used
as a raw material to produce derived wood products”. Berdasarkan kepada
penyampaian Lazarus et.al (2016) terlihat bahwa analisa JE pada produk hasil hutan
didasarkan kepada dua tipe produk utama yaitu kayu sebagai bahan bakar dan kayu
bulat serta pulp yang dipergunakan sebagai bahan baku produk kayu.

Terkait penggunaan metoda JE pada produk hutan Lazarus et. al (2016)
menyampaikan bahwa “the forest products Footprint of production is comprised of
two broad types of primary product: wood used for fuel; and timber and pulp used
as a raw material to produce derived wood products”. Berdasarkan kepada
penyampaian Lazarus et.al (2016) terlihat bahwa analisa JE pada produk hasil hutan
didasarkan kepada dua tipe produk utama yaitu kayu sebagai bahan bakar dan kayu
bulat serta pulp yang dipergunakan sebagai bahan baku produk kayu. Perihal satuan
dalam pelaporannya maka Lazarus et.al (2016) menyampaikan bahwa penggunaan
produk dari hutan dapat menggunakan meter kubik ataupun metrik ton.
Penyampaian Lazarus et.al (2016) ini sekaligus menjadi dasar dalam menetapkan
satuan meter kubik sebagai satuan bagi kayu gergajian dan kayu bulat yang diamati
pada penelitian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan sektor kehutanan
Indonesia yang terlihat melaporkan produksi produk kayu dalam meter kubik,
selayaknya pada laporan BPS (2016).

Terlepas dari penjelasan oleh Lazarus et.al (2016) maka Nie et.al (2010) pada
penelitiaanya memperlihatkan bahwa dalam rangka perhitungan terhadap
penggunaan kayu bulat maka penggunaan lahan produktif ekologi juga harus di

analisa. Keadaan ini di lihat kepada metoda yang dipergunakan oleh Nie et.al
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(2010) maka terlihat bahwa penggunaan lahan produktif ekologi merupakan dasar

dari perhitungan lahan JE yang dipergunakan.
2.8. Keunggulan dan Kekurangan Jejak Ekologi

Jejak ekologi sebagaimana disampaikan oleh beberapa peneliti seperti Nie,
et.al (2010), Sudanti (2012) dan Saravia-Cortez, et.al (2014) pertama Kali
disampaikan oleh Rees yang kemudian dikembangkan oleh Wackernagel dengan
konsep sebagai alat bagi penjelasan terhadap alur energi dan materi yang dikaji dari
segi ekonomi yang hasilnya dikonversikan kedalam suatu nilai kemampuan lahan /
air guna pemenuhannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan berbagai penelitian seperti
yang dilakukan oleh Amend. T., et.al (2010), Moore, (2011) dan Sudanti (2012)
pada akhirnya memperlihatkan beberapa keunggulan dan kekurangan dari metoda
JE, yaitu:

a. Keunggulan

1) Proses pelaksanaan JE memberikan penghargaan terhadap kebutuhan
masyarakat setempat, pengetahuan lokal dan bersifat partisipatif;

2) Konsep JE bersifat aplikatif bagi berbagai program/kegiatan;

3) Mendidik, komunikatif dan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan;

4) Bentuk kebijakan yang dihasilkan dapat berupa top down ataupun
bottom up;

5) Bersifat selalu terperbarui akibat keberadaan Global Footprint Network
dan orgnasasi lainnya yang selalu fokus dalam mengembangkan konsep
JE;

6) Hasil pelaksanaan JE memberikan gambaran terhadap kemampuan
alam dalam mendukung kebutuhan manusia secara berkelanjutan;

7) Dapat menjadi alat analisa dalam menilai pembangunan berkelanjutan;

8) Memberikan proyeksi terhadap pola konsumsi yang terjadi pada suatu

daerah.
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b. Kekurangan

1) Terkadang tidak terlalu dapat menggambarkan pengaruh aspek sosial
akibat lebih fokus kepada prinsip-prinsip ekologi dan hokum
termodinamika dalam hal faktor konversi terhadap konsumsi dan
konversi lahan yang dipergunakan;

2) Hasil yang diperoleh terkadang tidak memberikan panduan yang jelas
bagi suatu kebijakan;

3) Hipotesis JE yang menyatakan lahan produktif hasil analisa JE dapat
melampui ketersediaan lahan produktif di dunia terkadang menjadi
sesuatu yang tidak logis;

4) Kebanyakan merupakan potret dari konsumsi sumberdaya alam;

5) Tidak dapat melacak semua limbah yang dihasilkan oleh aktivitas
manusia (hanya yang dapat diserap oleh biosfer dan berubah kembali
menjadi sumberdaya hayati).

2.9. Energi

Istilah energi, bila digunakan secara tepat dalam statistik energi, merujuk
hanya pada panas dan tenaga, tetapi secara bebas digunakan oleh banyak orang
untuk mencakup bahan bakar juga (International Energy Agency, 2005). Energi
berdasarkan kepada Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
(2015) dikelompokkan menjadi energi terbarukan, energi padat, gas, cair, dan
listrik.

Keberadaan produk kayu juga tidak terlepas dari adanya penggunaan energi.
Hal ini terlihat dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh Martinez Alonso
dan Berdasco (2014) serta Garcia dan Freire (2014). Hasil penelitian Martinez
Alonso dan Berdasco (2014) serta Garcia dan Freire (2014) memperlihatkan bahwa
pada setiap tahapan mulai dari penyediaan bahan baku sampai produk kayu
terdistribusi seluruh aktivitas terlinat memiliki nilai energi yang berbeda-beda. Tipe
energi yang terdapat pada setiap kegiatan pada penelitian Martinez Alonso dan
Berdasco (2014) serta Garcia dan Freire (2014) terdiri dari energi dari penggunaan
bahan bakar dan energi yang berasal dari penggunaan listrik.
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Penyediaan energi berdasarkan penjelasan olen KLH (2012a) atau yang
sekarang dikenal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi primer (misal minyak mentah,
batubara),

b. Konversi energi primer menjadi energi sekunder yaitu energi yang siap pakai
(konversi minyak mentah menjadi BBM di kilang minyak, konversi batubara
menjadi tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik), dan

c. Kegiatan penyaluran dan distribusi energi.

Perihal penggunaan, KLH (2012a) menyampaikan bahwa kegiatan
penggunaan energi meliputi:

a. Penggunaan bahan bakar di peralatan-peralatan stasioner (di industri, komersial,
dan rumah tangga), dan

b. Peralatan-peralatan yang bergerak (transportasi).

Penghitungan terhadap kuantitas energi biasanya mempergunakan satuan-
satuan alami atau dipakai juga istilah satuan fisik (contoh satuan massa untuk bahan
bakar padat seperti kilogram atau ton dan satuan volume untuk bahan bakar cair
dan gas seperti liter atau meter kubik). (International Energy Agency, 2005)
Berdasarkan kepada KLH (2012a) nilai penghitungan kuantitas energi dari
penggunaan bahan bakar dapat dihitung berdasarkan beberapa tingkatan yaitu Tier
1, Tier 2 dan Tier 3 dengan keterangan yang disampaikan sebagai berikut :

a. Penghitungan pada tier 1 dan tier 2 didasarkan kepada konsumsi bahan bakar
berdasarkan jenis bahan bakar tanpa harus memperhatikan teknologi
pembakaran.

b. Tier 3, penghitungan nilai energi pada tingkatan ini didasarkan kepada
konsumsi bahan bakar berdasarkan teknologi pembakaran.

Adapun nilai kalor dari setiap jenis bahan bakar pada tingkat penghitungan ini

secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Nilai kalor bahan bakar di Indonesia

Bahan bakar Nilai Kalor Penggunanan
Premium* 33x10-.T] fliter Kendaraan bermotor
Solar (HSD, ADO) 36x10-6T]fliter Kendaraan bermotor,

Pembangkit listrik

Minyak Diesel (IDO) 38x10-.T]fliter Boiler industri, pembangkit listrik

MFO 40x10-6T] fliter Pembangkit listrik
4.04x10-°T] /ton

Gas bumi 1.055x10-sT]/SCF Industri, rumah tangga, restoran
38.5x10-5T]/Nm3

LPG 47.3x10-5T] kg Rumah tangga, restoran

Batubara 18.9x103T] /ton Pembangkit listrik, Industri

Catatan: *) termasuk Pertamax, Pertamax Plus

Sumber : KLH (2012a)

Perihal penggunaan energi pada bahan bakar dan listrik berdasarkan kepada
WBCSD dan WRI (2011) kemudian hal ini terlihat berpotensi terhadap keterjadian
emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penyampaian WBCSD dan WRI (2011) ini
kemudian menjadi alasan akan pentingnya penilaian terhadap emisi GRK yang
tentunya dapat meningkatkan potensi keterjadian perubahan iklim. Hal inilah yang
kemudian yang dirasa menjadi arti penting dari perlunya analisa terhadap

penggunaan energi dalam penyediaan kayu gergajian di Kota Solok.
2.10. Potensi Timbulan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap
radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer (KLH, 2012b). Definisi dari
GRK oleh (Suprihatin, S., et.al, 2002) diartikan sebagai istilah kolektif untuk gas-
gas yang memiliki efek rumah kaca, seperti klorofluorokarbon (CFC), karbon
dioksida (CO.), metana (CHa), nitrogen oksida (NOx), ozon (Oz) dan uap air (H20).
Adanya berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak era pra industri. Pelepasan

emisi gas rumah kaca ke atmosfer pada masa tersebut telah mengalami peningkatan
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yang sangat tinggi sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim
(KLH, 2012b).

Permasalahan emisi GRK sebenarnya telah lama menjadi menjadi perhatian
bagi Pemerintah Indonesia hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 yang
berhubungan dengan emisi udara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 menjadi
ikatan resmi Pemerintah Indonesia dengan dunia internasional dalam rangka
mencapai tujuan konvensi tingkat tinggi perubahan iklim (KLH, 2012b). Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran
udara, Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan suatu komitmen dalam
pengendalian cemaran udara dengan menetapkan aturan baku baku mutu cemaran
udara (nilai lebih legkap sebagaimana terdapat pada Tabel. 3.

Penggunaan energi pada suatu kegiatan sebagaimana disampaikan oleh
WBCSD dan WRI (2011) tidak terlepas dari keterjadian emisi GRK.
Keterhubungan energi dengan keterjadian emisi GRK menurut KLH (2012b)
bahkan menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan inventarisasi GRK.
Sumber emisi utama dari emisi GRK adalah dilepaskannya (gas rumah kaca) dari
proses-proses industri yang secara kimiawi atau fisik melakukan transformasi suatu
bahan/material menjadi bahan lain (misal blast furnace di industri besi dan baja,
produksi amonia dan produk-produk kimia lainnya dari bahan baku berupa bahan
bakar fosil serta proses produksi semen)(KLH, 2012b). Manakala dilihat kepada
sumber emisi utama GRK yang disampaikan oleh KLH (2012b) maka terlihat
dengan jelas hubungan yang ada antara energi dengan emisi GRK. KLH (2012Db)
berdasarkan kepada standar yang disampaikan oleh The Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC, 2006) mengklasifikasikan sumber emisi GRK di
Indonesia menjadi:

a. Emisi hasil pembakaran bahan bakar;

b. Emisi fugitive pada kegiatan produksi dan penyediaan bahan bakar.



Tabel 3. Baku mutu udara ambien nasional
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Mo Parumeter Wkiu Baku Mutu Metode Peruluiun
Pengukuran Analisis
l 8k [ Jam 200 pg ! N’ Pararosamalin Spektrofolometer
{ Sulfur Dioksicda ) 24 Jam WS pg! Mo
| Thn il e ! Nm'
2 o | Jam H0.000 pg / N NIDIR NIHE Analyzer
{ Karbon Monoksida ) | 24 Jam 10.000 pg / Mm?
| Thn
3 MO, | Jam 400 pg ! N Saltemam Spektrofolometer
{ Notrogen Dicksida § | 24 Jam 150 pg / Ne'
| Thn 100 pg / N
4 Q, | Jam 135 pg/ M Chemilumanescent Spektrofolometer
{ (Hesida | Thn 50 pg f N
§ HC 1 Jam 160 pg ! Mot Flamed Tomzation (has
{ Hxlro Karbon |} Chromategralh
fi [ T 2 Jam 150 pgd W' (iravimetric Hi-¥od
{ Pariskel < I0mm |
Py q () 24 Jam 65 pg { N Cirvimetric Hi-Vuol
{ Paritkel < 2.5 mm | | Thn 15 pe ! Nmt Cravimetric Hi-¥od
7 TSP 24 Jam 230 pg/ N Cirvimetric Hi- Vol
{ Diebu ) | Tha 0 g/ N
B Ph 24 Jam Zug! Wm’ Ciravimetric Hi-¥ul
{ Tomzh Hitam } | Thn 1 pg/ Nm’ Ekstraktif
Pengahuan AAS
9 Dustall 30 hari 10 Tonfkr/Bulan | Gravimetric Cannaster
{ Debu Jatuh ) { ]"urnuklrnfn I
10 Tokem Bulan
{ Imduastri
10| Total Fleondes (as F ) | 24 Jam 3 pg/ N’ Spesific [on Impinger alan
500 hari 05 g f N Electrode Countinows Analyzer
11 Flour Indeks 30 bari 0 pg £ 100 ent’ Calowrimetric Limed Filter Paper
dari  kertss  limed
filber
12 | Khlorine & 24 Jam 150 pg ! W' Spesific lon Imping akau
Khlorine Dioksuda Electrode Counbinous Analyaer
13 | Sulphat Indeks 30 hari I my %04 100 em | Colourimetric Lead
Dari Lead Peroksida Preroxida Candle

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999

Kategori lebih lengkap perihal sumber emisi GRK di Indonesia oleh KLHK

kemudian dikelompokkan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Kategori sumber emisi dari kegiatan energi

Kode Kategori
IPCC GL 2006 g

1A Kegiatan Pembakaran Bahan Bakar

1A1 Industri Produsen Energi

1A2 Industri Manufaktur dan Industri

1A3 Transportasi

1A4 Konsumen Energi Lainnya (Komersial, rumah tangga, dll)
1A5 Lain-lain yang tidak termasuk pada 1Al s/d 1A4

1B Emisi Fugitive

1B1 Bahan Bakar Padat

1B2 Minyak Bumi dan Gas Alam

1B3 Emisi Lainnya dari penyediaan energi

Sumber : KLH (2012)

Selayaknya produk lain, potensi emisi GRK pada beberapa penelitian juga
terlihat terjadi pada produk yang berbahan baku kayu. Penelitian seperti yang
dilakukan oleh Cote et.al, (2002), Garcia dan Freire (2014) serta Martinez-Alonso
dan Berdasco (2014) memperlihatkan bagaimana emisi GRK dapat terjadi pada
proses penyediaan suatu produk kayu. Kegiatan pemanenan, proses pengangkutan,
produksi sampai produk dipergunakan oleh konsumen berdasarkan beberapa
penelitian terlihat memiliki besaran emisi GRK yang berbeda pada setiap produk
(Lasvaux et al., 2016; Martinez Alonso dan Berdasco, 2014; Nie et al., 2010;
Valente et al., 2014). Meskipun penelitian-penelitian terhadap emisi GRK dari
produk kayu penting untuk dilakukan akan tetapi untuk sementara waktu hal ini
entah bagaimana belum terlaksana di Indonesia. Penyampaian oleh Kuru (2005)
dalam hal ini diasumsikan dapat menjadi penyebabnya. Informasi perihal
keterjadian emisi GRK dari penyediaan suatu produk kayu ini yang kemudian
membuat penelitian ini merasa perlu untuk menganalisanya terhadap kegiatan

penyediaan kayu gergajian di Kota Solok.



